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Abstract 
One of the four pillars of Indonesia's 2045 vision in the Sustainable Development Goals (SDGs) is 

sustainable economic development, which steps to provide facilities for investment strategic sector and 

improve the ease of license systems and services. Stable, inclusive and sustainable national economy 

can be achieved with full support from the financial systems that prevent the practice of funding or 

investment in business activities by using resources excessively; increase social inequality, and cause 

environmental damage. Good corporate governance and financial risk disclosure are implemented as 

transparency of present company risks to maintain its business continuity in the future. This study 

analyze the effect of corporate governance proxies by proportion of the independent commissioners, 

expertise of audit committee, ownership concentration, auditor's reputation, and the existence of risk 

management committee. The sampling technique use purposive sampling methods to classify the 

financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in three years (2016-2018). The multiple 

linear regression uses to analyze the data and the results indicate that proportion of the independent 

commissioners, auditor’s reputation, and the existence of risk management committee effect on financial 

risk disclosure. Meanwhile, expertise of audit committee and ownership concentration do not effect on 

financial risk disclosure. 

 

Keywords: financial risk disclosure, proportion of the independent commissioners, expertise of audit 

committee, ownership concentration, auditor's reputation, and the existence of risk 

management committee. 

 

Abstrak 

Salah satu dari 4 pilar visi Indonesia 2045 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan langkah pemberian kemudahan dan fasilitas investasi 

sektor strategis serta perbaikan sistem dan layanan perizinan. Dalam mencapai perekonomian nasional 

yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem 

keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang 

menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan 

mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup. Penerapan tata kelola yang baik dan pengungkapan risiko 

keuangan secara lengkap sebagai wujud transparansi kepada masyarakat sangat dibutuhkan demi 

menjaga kelangsungan usaha di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata 

kelola perusahaan yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, keahlian komite 

audit, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan keberadaan komite manajemen risiko terhadap 

pengungkapan risiko keuangan. Sampel penelitian diambil dengan purposive sampling pada perusahaan 

klasifikasi industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun (2016-2018), dan 

pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan keberadaan komite 

manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan, sedangkan keahlian komite 

audit dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan. 

 

Kata kunci: Pengungkapan risiko keuangan, proporsi dewan komisaris independen, keahlian komite 

audit, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan keberadaan komite  

manajemen risiko. 
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1. Pendahuluan 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda pembangunan 

berkelanjutan yang dicanangkan oleh United Nations pada tanggal 25 September 2015 didalam 

General Assembly memiliki 17 tujuan yang ditargetkan. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia 

memiliki 4 pilar visi Indonesia 2045, yakni pembangunan sumber daya manusia dan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

pemerataan pembangunan serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.  

Dari 4 pilar tersebut, latar belakang pada penelitian ini difokuskan pada pilar kedua yaitu 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, bagian investasi. Dengan visi meningkatkan peranan 

investasi menjadi 39% produk domestik bruto (PDB), menuju peringkat 10 Easy of Doing 

Business (EoDB) se-dunia, dan menjadi salah satu negara investor didunia pada tahun 2045. 

Langkah yang diambil antara lain adalah pemberian kemudahan dan fasilitas investasi sektor 

strategis serta perbaikan sistem dan layanan perizinan. Untuk mendukung kemudahan fasilitas 

investasi tersebut, harus didukung kekuatan dari sektor keuangan dalam menyediakan dana 

yang cukup bagi masyarakat. 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Pojk.03/2017 Tentang Penerapan 

Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dalam 

mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan 

tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik 

pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara 

berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan Lingkungan 

Hidup. Sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu 

menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam model, proses, dan praktik pada 

tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan 

dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan.  

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan 

Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, pasal 4 ayat (1) wajib disusun 

berdasarkan prioritas masing-masing lembaga jasa keuangan (LJK) paling sedikit: penyesuaian 

organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard 

operating procedure) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. 

Menurut Ionescu dan Vilag (2015) tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai lingkungan 

kepercayaan, etika, dan nilai-nilai moral kepercayaan sebagai upaya sinergis dari semua 

konstituen masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

masyarakat umum, penyedia layanan/profesional dan sektor korporasi. Penilaian tata kelola 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, dan juga konsekuensi dari 

kekhawatiran dengan tindakan organisasi, dan konsekuensi dari tindakan tersebut, telah terjadi 

keprihatinan yang meningkat terhadap tata kelola perusahaan dan manajemen risiko 

perusahaan. 

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum bahwa semakin kompleksnya risiko bagi 

kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik (good 

governance) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. 

Bank wajib melakukan pengungkapan manajemen risiko dalam laporan publikasi tahunan 

Bank. Begitu pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang 
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Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) menjelaskan 

bahwa LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, 

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas LJKNB. Perusahaan jasa keuangan perlu 

mengungkapkan informasi manajemen risiko untuk menunjukkan praktik good corporate 

governance yang dilakukannya. Dalam praktiknya, perusahaan harus menjelaskan tentang 

risiko-risiko bisnis yang muncul beserta dengan tindakan untuk mengelola risiko yang 

diperhitungkan. Informasi risiko perusahaan oleh investor kemudian dianalisis dalam rangka 

pengambilan keputusan investasinya. 

Munculnya isu mengenai pengungkapan risiko keuangan mulai menjadi perhatian dunia 

bisnis ketika Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mengeluarkan 

tiga dokumen diskusi pada tahun 1998, 1999 dan 2002 tentang kesenjangan informasi mengenai 

risiko bisnis perusahaan. ICAEW mengusulkan kepada perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi mengenai risiko bisnisnya melalui laporan tahunan agar dapat membantu para 

pemegang saham perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan 

keleluasaan akses tentang informasi bisnis perusahaan (Linsley dan Shrives, 2005; 2006; Sari 

dan Sholikhah, 2019). 

Pengungkapan risiko merupakan salah satu faktor penting dalam pelaporan keuangan 

perusahaan karena di dalamnya terdapat informasi tentang pengelolaan risiko dan dampak bagi 

perusahaan di masa mendatang. Pengungkapan risiko dapat dikatakan baik apabila pengguna 

sudah merasa mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Jika informasi yang 

diungkapkan detail dan akurat, maka akan memberikan manfaat kepada pihak yang 

berkepentingan (Utomo dan Chariri, 2014). Perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi 

yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat 

risiko yang diakibatkan dari instrumen keuangan yang terekspos pada akhir periode pelaporan. 

Informasi tersebut bisa diungkapkan dengan dua cara, yaitu dengan pengungkapan kualitatif 

dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif, perusahaan harus 

mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko itu timbul, tujuan, kebijakan dan proses 

pengelolaan risiko serta metode pengukuran risikonya. Sedangkan dalam pengungkapan 

kuantitatif, perusahaan harus mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar 

termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar (Rifani dan Astuti, 2019). 

Pentingnya pengungkapan risiko perusahaan, membuat para regulator di Indonesia 

mengeluarkan dan menetapkan beberapa aturan yang mensyaratkan pengungkapan informasi 

mengenai risiko yang dilaporkan perusahaan dalam laporan tahunan. Sebagaimana diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: 

Pengungkapan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) sebagai adopsi dari International Financial 

Reporting Standards (IFRS) 7, Financial Instruments: Disclosures. Secara garis besar, 

peraturan ini mengharuskan entitas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja keuangan serta 

risiko yang ditimbulkan oleh instrumen keuangan tersebut dan bagaimana entitas melakukan 

manajemen risiko. Entitas mengungkapkan informasi secara kualitatif dan kuantitatif sehingga 

pengguna informasi mendapatkan gambaran tentang sifat dan cakupan risiko secara 

menyeluruh. Risiko keuangan dibagi dalam tiga kategori utama: Risiko Likuiditas, Risiko 

Kredit, Risiko Pasar (Wibowo dan Probohudono, 2017; Sari dan Sholikhah, 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan 

pengungkapan risiko keuangan. Penelitian sebelumnya kebanyakan menguji pengaruh tata 

kelola perusahaan dengan pengungkapan manajemen risiko maupun pengungkapan risiko 

perusahaan keseluruhan. Namun pada penelitian ini difokuskan pada pengungkapan risiko 
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keuangan dilihat dari tata kelola perusahaan pada lembaga jasa keuangan (LJK) sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan dan perusahaan sektor keuangan 

dapat lebih memperhatikan tata kelola perusahaan dan meningkatkan pengungkapan risiko 

secara lebih luas kepada pemangku kepentingan. 

 

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan hipotesis 

2.1. Agency Theory 

Hubungan keagenan yang terdapat di perusahaan berbentuk kontrak antara pemilik 

(principal) dan manajer (agent) dalam mengelola penggunaan dan pengendalian sumberdaya 

perusahaan. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban pihak dengan tetap 

memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Adanya kontrak tersebut dapat memicu konflik 

yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) ada dua mekanisme yang digunakan untuk menyelaraskan kepentingan 

antara pemilik dengan manajer. Pertama, dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme lain 

dalam tata kelola perusahaan yang dapat menyelaraskan kepentingan agent dengan kepentingan 

principal. Kedua, menyediakan insentif dan penghargaan untuk agent sehingga dapat bertindak 

sesuai dengan kepentingan principal (Wibowo dan Probohudono, 2017; Falendro, et. al., 2018; 

Sari dan Sholikhah, 2019).  

Teori keagenan dan pengungkapan risiko saling berhubungan, dimana risiko pada 

umumnya dikaitkan dengan ketidakpastian, sedangkan teori keagenan dapat digunakan sebagai 

dasar pemahaman dalam pengungkapan risiko. Agent memiliki lebih banyak informasi karena 

berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan, sedangkan principal mengandalkan 

informasi yang diungkapkan oleh agent di laporan tahunan perusahaan. Informasi yang 

disampaikan oleh agent ini terkadang tidak sesuai dengan kondisi aktual perusahaan. Untuk 

mengurangi permasalahan tersebut, perusahaan mengungkapkan dan melaporkan informasi 

sebagai wujud pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparansi dan akuntabilitas. 

Satu elemen penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan adalah praktik pengungkapan 

risiko keuangan perusahaan (Rifani dan Astuti, 2019; Tarantika dan Solikhah, 2019). 

 

2.2. Signalling Theory 

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

kepada pihak eksternal. Teori ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi 

antara pihak manajemen dan pihak ekstenal. Oleh karena itu, untuk mengurangi asimetris 

informasi yang akan terjadi perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik 

informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Secara umum, perusahaan menggunakan 

signalling theory untuk mengungkapkan pelaksanaan Good Corporate Governance agar dapat 

menciptakan reputasi yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Pangestuti dan 

Susilowati, 2017). Perusahaan menggunakan signalling theory untuk mendapatkan suatu 

reputasi perusahaan dan disertai dengan nilai perusahaan yang meningkat. Pengungkapan risiko 

keuangan akan menunjukkan suatu sinyal yang baik dikarenakan perusahaan telah menerapkan 

prinsip transparan informasi yang merupakan prinsip good corporate governance (Gunawan 

dan Zakiyah, 2017). 

Menurut Dey, et. al. (2018) Perusahaan dapat mengungkapkan secara sukarela untuk 

meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa 

perusahaan beroperasi dalam sistem nilai sosial. Singkatnya teori ini memiliki implikasi untuk 
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pengungkapan risiko keuangan dalam arti perusahaan harus menilai, mengelola dan 

mengungkapkan risiko kepada pemegang saham sesuai dengan teori agensi, mengungkapkan 

manajemen risiko dan pengambilan keputusan berdasarkan signalling theory. 

 

2.3. Financial Risk Disclosure 

Pengungkapan risiko keuangan (financial risk disclosure) secara luas didefinisikan 

sebagai penyertaan informasi laporan keuangan tentang estimasi, penilaian, dan ketergantungan 

manajer pada kebijakan akuntansi berbasis pasar seperti penurunan nilai, instrumen keuangan 

dan nilai wajar. Risiko terjadi karena tidak tersedianya informasi mengenai sesuatu yang akan 

terjadi pada perusahaan di masa depan yang dapat menyebabkan suatu kerugian. Oleh karena 

itu pengungkapan risiko berarti penyajian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang 

biasanya tidak pasti yang berguna untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diharapkan terjadi pada suatu perusahaan (Tauringana dan Chithambo, 2016; Meilody dan 

Suhendah, 2019). Menurut PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) sebagai adopsi dari IFRS 7, Financial Instruments: 

Disclosures, Wibowo dan Probohudono (2017) risiko keuangan (financial risk) diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Risiko kredit merupakan risiko yang mana salah satu pihak akan mengalami kerugian 

instrumen keuangan terhadap pihak lain yang diakibatkan oleh kegagalan dalam membayar 

kewajiban. 

2. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terjadi ketika entitas kesulitan dalam melunasi 

kewajiban yang dimilikinya. Risiko ini dapat diselesaikan dengan cara menyerahkan kas 

atau aset lainnya. 

3. Risiko pasar merupakan risiko yang mana terjadi fluktuasi nilai wajar suatu instrumen 

keuangan. Risiko ini disebabkan adanya perubahan harga pasar. Risiko pasar dibagi menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Risiko suku bunga, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan 

perusahaan akibat perubahan suku bunga. 

b. Risiko mata uang asing, yaitu terjadinya fluktuasi nilai wajar suatu instrumen keuangan 

perusahaan akibat perubuhan nilai valas 

c. Risiko harga lainnya, yaitu terjadinya fluktuasi arus kas masa depan instrumen keuangan 

perusahaan akibat faktor lain selain suku bunga dan mata uang asing. 

 

2.4. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia – Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG, 2008), serta Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, corporate governance mengandung pengertian tentang 

pencapaian keberhasilan usaha dan cara untuk memantau kinerja pencapaian sasaran 

keberhasilan usaha tersebut. Adapun prinsip dari corporate governance yang berpengaruh 

dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab 

(responsibilitas) dan independensi. Dengan mengacu pada pengertian dan prinsip-prinsip 

corporate governance di atas maka jelaslah mengapa manajemen risiko yang berbasis 

governance menjadi sangat diperlukan. Didalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko 

Berbasis Governance oleh KNKG (2012) penerapan manajemen risiko tidak dapat dipisahkan 

dengan governance dari suatu organisasi, dan governance suatu organisasi tidak terlepas dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa pengukuran dalam tata kelola 

perusahaan dan dalam penelitian ini menggunakan proksi proporsi dewan komisaris 
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independen, keahlian komite audit, konsentrasi kepemilikan, reputasi auditor, dan keberadaan 

komite manajemen risiko. 

 

2.4.1. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 55/pojk.03/2016 tentang 

penerapan tata kelola bagi bank umum, bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan 

jumlah paling sedikit 3(tiga) orang, terdiri dari oisaris independen dan komisaris non 

independen. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan 

komisaris lain, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang 

bersangkutan untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen penting agar 

dewan komisaris dapat bertindak secara lebih independen dan tidak memihak kepentingan 

perusahaan. 

Keberadaan komisaris yang independen dapat memberikan kontribusi yang substansial 

untuk keputusan yang penting. Kehadiran komisaris independen dapat memberikan investor 

keyakinan tambahan mengenai kinerja perusahaan (Elshandidy dan Neri, 2015;  

Falendro, et. al., 2018). Perusahaan dianggap perlu untuk memberikan informasi mengenai 

proporsi dewan komisaris independen, karena perusahaan dengan tingkat proporsi dewan 

komisaris independen yang tinggi biasanya akan mendapat tuntutan untuk memberikan 

informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka.  

Dengan demikian, tingkat pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan dari perusahaan dengan 

proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi. Oleh karena itu,  

untuk mengurangi biaya agensi, perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang 

lebih tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih luas (Wibowo dan Probohudono, 

2017; Sari dan Sholikhah, 2019). 

Dewan komisaris independen membantu pekerjaan dewan direksi yang bertugas 

menjaga dan memprioritaskan kepentingan para pemegang saham yang cenderung menuntut 

kepada komisaris independen untuk melakukan pengungkapan secara luas (Nathaniela dan 

Badjuri, 2018). Banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan mempengaruhi 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder (Sari dan 

Sholikhah, 2019; Muslih dan Mulyaningtyas, 2019). 

H1: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap financial risk disclosure. 

 

2.4.2. Keahlian Komite Audit 

Komite audit sebagaimana dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 

55/pojk.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, beranggotakan paling sedikit 

1(satu) orang komisaris independen, 1(satu) orang dari pihak independen yang memiliki 

keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1(satu) orang independen yang memiliki 

keahlian di bidang hukum atau perbankan. Seorang anggota komite audit harus paham tentang 

keuangan dan harus memiliki pemahaman tentang industri tempat entitas beroperasi. Dengan 

latar belakang kompetensi akuntansi yang dimiliki, keberadaan komite audit diharapkan dapat 

mengadopsi standar akuntabilitas dan membantu dalam pengendalian dan pengawasan 

perusahaan secara efektif (Buckby et. al., 2015; Falendro, et. al., 2018). 

H2: Keahlian komite audit berpengaruh terhadap financial risk disclosure. 
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2.4.3. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan berarti suatu kepemilikan saham yang lebih dominan di dalam 

suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun institusi. Dengan adanya persentase 

kepemilikan yang besar, maka akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan 

manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, meminimalkan biaya agensi, serta melakukan 

peningkatan dalam peran pengawasan program manajemen risiko secara efektif (Agista dan 

Mimba, 2017; Oktavia dan Isbanah, 2019). Perusahaan yang memiliki sedikit kepemilikan 

cenderung memusatkan otoritas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan 

terkonsentrasi tinggi menciptakan kekuatan pemantauan yang kuat dari investor atas keputusan 

manajerial perusahaan (Oliveira, et. al., 2011; Mazaya dan Fuad, 2018).  

Oleh karena itu informasi risiko tidak akan diungkapkan dalam laporan tahunan tetapi hanya 

diungkapkan dalam rapat dewan tentang perusahaan (Moumen, et. al.,2016; Mazaya dan Fuad, 

2018). 

Perusahaan yang menggunakan saham dalam mendanai aktivitas bisnisnya 

kemungkinan besar memiliki sekelompok pemegang kendali atas aktivitas bisnis perusahaan. 

Desender dan Lafuente (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan dapat 

meningkatkan kontrol manajemen perusahaan. Konsentrasi kepemilikan yang semakin besar 

memiliki insentif untuk melakukan pengawasan ketat dan pengendalian manajemen dalam 

rangka mengurangi biaya agensi. Konsentrasi kepemilikan juga dapat meningkatkan peran 

investor untuk memberi pengawasan pada perusahaan tempat berinvestasi (Manurung dan 

Kusumah, 2016). Karena semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat 

tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Pangestuti dan 

Susilowati, 2017). 

H3: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap financial risk disclosure. 

 

2.4.4. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor adalah auditor yang mempunyai nama baik dan mempertahankan 

reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang baik (Gunawan dan Zakiyah, 2017; 

Tarantika dan Solikhah, 2019). Perusahaan akan mencari kantor akuntan publik (KAP) yang 

kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pemakai 

laporan keuangan tersebut (Halim, 1997 dalam Widyanti dan Badera, 2016). Kantor akuntan 

publik yang besar dan berkulitas dapat mendorong perusahaan agar menyajikan pengungkapan 

informasi yang lebih luas demi mempertahankan reputasi kantor akuntan publik tersebut (Rifani 

dan Astuti, 2019) 

H4: Reputasi auditor berpengaruh terhadap financial risk disclosure. 

 

2.4.5. Keberadaan Komite Manajemen Risiko 

Menurut peraturan bank indonesia nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen 

risiko bagi bank, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang 

timbul dari kegiatan usaha Bank. Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan salah satu 

unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Selain itu, KMR dibentuk 

sebagai mekanisme untuk memperbaiki pengungkapan, khususnya yang terkait risiko (Al-Hadi 

et al., 2016; Falendro et al., 2018). Untuk menjalankan sistem tersebut maka perlu dibentuk 

komite manajemen risiko (Adiwibowo, 2017). Perusahaan yang memiliki risk management 

committee akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga 

pengungkapan risiko keuangan menjadi lebih luas. Berdasarkan penelitian (Tarantika dan 
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Solikhah, 2019). Tugas dan wewenang risk management committee yaitu mengidentifikasi 

adanya risiko, melakukan pengelolaan risiko serta mengevaluasi jalannya program manajemen 

risiko secara efektif (Miftakhurahman, 2015; Oktavia dan Isbanah, 2019). 

H5: Keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh terhadap financial risk disclosure. 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Populasi, Sampel dan Data Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan (annual report) dalam situs resmi Bursa 

Efek Indonesia www.idx.co.id, dan website masing-masing perusahaan jasa keuangan. 

Populasi penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2016-2018. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong sektor 

keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria 

dalam pemilihan sampel yaitu: 

 

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

No. Kriteria Jumlah 

1. 

 

2. 

 

3. 

Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2016-2018 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan secara lengkap pada tahun 2016-2018 

Informasi tidak lengkap 

 

90 

 

(8) 

(2) 

 Sampel perusahaan yang memenuhi kriteria 

Total sampel penelitian = perusahaan x 3 tahun 

Data outliers selama waktu pengolahan 

80  

240 

(13) 

 Total Sampel Penelitian 227 

Sumber: data sekunder diolah, 2019. 

 

3.2. Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.2.1. Financial Risk Disclosure 
Financial risk disclosure (FRD) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan financial risk disclosure index (FRDI) sebagai ukuran variabel 

dependen yang mengacu pada penelitian Wibowo dan Probohudono (2017) yang diadaptasi 

dari penelitian Oorschot (2010), Atanasovski et al., (2015) dan IFRS 7 tentang Financial 

Instrument: Disclosure. FRDI didalam penelitian ini terdiri atas 43 item yang mengacu pada 

PSAK Nomor 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2017) sebagai adopsi dari IFRS 7. Item didalam FRDI tersebut dibedakan menjadi 3 kategori 

utama yaitu liquidity risk, market risk, dan credit risk. Sesuai dengan IFRS Nomor 7, market 

risk juga dapat dibedakan menjadi currency risk, interest rate risk dan other price risk. 

Perhitungan item-item pengungkapan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item 

yang diungkapkan diberi nilai 1 dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Pengukuran variabel ini 

adalah perbandingan item yang diungkapkan dengan jumlah item yang seharusnya 

diungkapkan. 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.2. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komposisi dewan yang terdiri dari komisaris independen dengan jumlah yang lebih 

banyak akan cenderung mendorong pengungkapan terkait kinerja yang berkualitas tinggi, selain 

itu semakin besar pula kemungkinan dewan dapat mengidentifikasi risiko yang relevan dan 

meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko (Falendro, et. al., 2018). Keberadaan 

komisaris independen penting agar dewan komisaris dapat bertindak secara lebih independen 

dan tidak memihak kepentingan perusahaan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan 

membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang ada di 

perusahaan (Wibowo dan Probohudono, 2017; Falendro, et. al., 2018; Sari dan Sholikhah, 

2019). 

 

3.2.3. Keahlian Komite Audit 

Dengan latar belakang kompetensi akuntansi yang dimiliki, keberadaan komite audit 

diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan membantu dalam pengendalian dan 

pengawasan perusahaan secara efektif (Buckby et al., 2015; Falendro et al., 2018). Variabel 

keahlian komite audit diukur dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki latar 

belakang pendidikan formal dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan dan hukum 

terhadap jumlah total anggota komite audit. 

 

3.2.4. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase kepemilikan yang dominan di dalam 

perusahaan (Agista dan Mimba, 2017; Oktavia dan Isbanah, 2019). Semakin besar tingkat 

konsentrasi kepemilikan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang 

mungkin dihadapi perusahaan (Pangestuti dan Susilowati, 2017). Variabel ini diukur dengan 

membandingkan kepemilikan saham terbesar dengan jumlah saham beredar yang dimiliki 

perusahaan. 

 

3.2.5. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas 

nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan 

dengan KAP Indonesia yang berafiliasi dengan KAP asing yang menggunakan variabel 

dummy. Jika KAP termasuk dalam kategori berafiliasi dengan KAP asing diberi kode 1, jika 

tidak diberi kode 0. (Gunawan dan Zakiyah, 2017; Wijanarko dan Sari, 2018; Rifani dan Astuti, 

2019). 

 

3.2.6. Keberadaan Komite Manajemen Risiko 

Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan salah satu unsur penting dalam 

pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Selain itu, KMR dibentuk sebagai mekanisme untuk 

memperbaiki pengungkapan, khususnya yang terkait risiko (Al-Hadi et al., 2016; Falendro et 

al., 2018). Variabel keberadaan komite manajemen risiko diukur dengan variabel dummy. 1 

jika perusahaan memiliki komite manajemen risiko dan 0 jika tidak. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Analisis data didalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebagai persyaratan 

pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data dalam 

penelitian valid, tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 
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2003). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas,  

uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Keterangan 
Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

Uji Multikolinearitas 

Tolerance VIF 

Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 
0,951 0,870 1,149 

Keahlian Komite Audit 0,349 0,914 1,094 

Konsentrasi Kepemilikan 0, 106 0,940 1,064 

Reputasi Auditor 0,168 0,723 1,383 

Keberadaan Komite Manajemen 

Risiko 
0,200 0,701 1,426 

Kolmogrov-Smirnov  0,065      

Run-Test  0,387       

Sumber: data sekunder diolah, 2019. 

 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test, menunjukkan nilai 

signifikansi 0,065 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel menunjukkan 

nilai tolerance >0,1 dan Value Inflation Factor (VIF) <10, artinya tidak terjadi multikolinearitas 

diantara variabel penelitian. Hasil uji autokorelasi dengan Run-Test diperoleh nilai signifikansi 

0,387, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji 

Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi >0,05, sehingga tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas.. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel B Signifikansi Keterangan 

Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 
0,095 0,036 H1 Diterima 

Keahlian Komite Audit 0,020 0,445 H2 Ditolak 

Konsentrasi Kepemilikan 0,008 0,797 H3 Ditolak 

Reputasi Auditor 0,078 0,000 H4 Diterima 

Keberadaan Komite 

Manajemen Risiko 
0,072 0,000 H5 Diterima 

 Sumber: data sekunder diolah, 2019. 

Hasil pengujian Proporsi Dewan Komisaris Independen didapatkan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,095 dengan tingkat signifikansi 0,036. Nilai signifikansi kurang dari 5%, maka H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh 

terhadap Financial Risk Disclosure. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Falendro, et. al. 

(2018) serta Sari dan Sholikhah (2019). Komisaris independen dengan jumlah yang lebih 

banyak akan cenderung mendorong pengungkapan terkait kinerja keuangan yang berkualitas 

tinggi, selain itu semakin besar pula kemungkinan dewan komisaris independen dapat 
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mengidentifikasi risiko yang relevan dan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko 

keuangan. 

Nilai koefisien regresi Keahlian Komite Audit didapatkan sebesar 0,020 dengan tingkat 

signifikansi 0,445. Nilai signifikansi lebih dari 5%, maka H2 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa Keahlian Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Falendro, et. al. (2018). Hasil ini berarti bahwa keahlian 

yang dimiliki komite audit tidak mengurangi pengawasan pengungkapan risiko oleh komite 

audit, dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif.  

Konsentrasi Kepemilikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,008 dan tingkat 

signifikansi 0,797. Nilai signifikansi lebih dari 5%, maka H3 ditolak. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Pangestuti dan Susilowati (2017) serta Oktavia dan Isbanah 

(2019), namun belum mendukung penelitian Mazaya dan Fuad, (2018). Hal ini menunjukkan 

bahwa Konsentrasi Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure. 

Dengan nilai koefisien regresi yang positif, berarti bahwa investor tetap melakukan pengawasan 

pada perusahaan untuk pengungkapan risiko secara luas, namun investor sebagai pemegang 

kendali tidak hanya memandang pengungkapan risiko keuangan saja, tetapi lebih 

mementingkan pada kinerja keuangan perusahaan secara kuantitatif. 

Hasil pengujian Reputasi Auditor didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,078 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 5%, maka H4 diterima. Hasil penelitan 

ini sesuai dengan hasil penelitian Gunawan dan Zakiyah (2017), serta Rifani dan Astuti (2019). 

Hal ini menunjukkan bahwa Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure. 

Hasil ini menyatakan bahwa Kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan 

KAP asing yang besar dan berkualitas dapat mendorong perusahaan agar menyajikan 

pengungkapan informasi yang lebih luas demi mepertahankan reputasi kantor akuntan publik 

tersebut. 

Keberadaan Komite Manajemen Risiko menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 

0,072 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 5%, maka H5 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa Keberadaan Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap 

Financial Risk Disclosure. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Falendro,  

et. al., (2018). Dilihat dari hasil tersebut berarti bahwa keberadaan komite manajemen risiko 

dapat menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membantu manajerial dalam 

mengidentifikasi adanya risiko, melakukan pengelolaan risiko serta mengevaluasi jalannya 

program manajemen risiko secara efektif, sehingga pengungkapan risiko keuangan dilakukan 

secara luas. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tata 

kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko keuangan 

perusahaan keuangan. Proporsi dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan keberadaan 

komite manajemen risiko berpengaruh terhadap financial risk disclosure. Berarti bahwa dewan 

komisaris independen yang tidak memihak kepada kepentingan perusahaan, dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dibantu dengan komite manajemen 

risiko dalam mengidentifikasi adanya risiko, melakukan pengelolaan risiko serta mengevaluasi 

jalannya program manajemen risiko secara efektif, sehingga pengungkapan risiko keuangan 

menjadi lebih luas. Ditunjang dengan kualitas auditor yang mempunyai reputasi yang baik 

dalam mendorong perusahaan agar menyajikan pengungkapan informasi risiko keuangan yang 

lebih luas demi mempertahankan reputasi kantor akuntan publik tersebut.  
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Sedangkan keahlian komite audit, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh 

terhadap financial risk disclosure. Meskipun pada dasarnya keahlian komite audit penting bagi 

pengawasan terhadap risiko, namun tidak secara langsung mempengaruhi kualitas 

pengungkapan risiko keuangan. Begitu pula konsentrasi kepemilikan, meskipun investor 

mempunyai hak kontrol atas perusahaan lebih tinggi, namun tidak secara ketat dalam 

melakukan pengawasan terhadap pengungkapan risiko keuangan. 
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